KEBIJAKAN AKUNTANSI 11.

ASET TETAP

A. UMUM
1. Definisi
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari12 (duabelas) bulan
untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam
operasi pemerintah daerah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
2. Klasifikasi
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas
operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
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B. PENGAKUAN

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat
diukur dengan handal.

2. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

e Berwujud
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (capitalization
thresholds) dari aset tetap yang telah ditetapkan.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri dari:

a. Tanah, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun
nilai perolehan tanah akan dikapitalisasi.

b. Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,-

Peralatan dan Mesin yang sifatnya mudah rusak, mudah pecah tidak dikapitalisir menjadi Aset
tetap tetapi dicatat sebagai ekstra komtable seperti karpet, gorden/vertical blind, pecah belah,
alat2 dapur, alat2 informasi dan lain-lain yang sejenisnya.

c. Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,-

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi,
sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dandaringan dikapitalisasi yaitu untuk
pekerjaan berupa pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan irigasi dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya hewan ternak sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan buku-buku
perpustakaan Rp1,- atau lebih, aset tetap renovasi sebesar Rp.20.000.000,-
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Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan
sebagai barang inventaris ekstrakomtabel yang tidak disajikan dalam Neraca tetapi dicatat
dalam Kartu Inventaris Ekstra komtabel.

5. Tanah
a Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara
andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperolen dengan maksud untuk
digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut

tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

b Perlakukan terhadap beberapa kasus kepemilikan tanah maka penyajiannya dalam laporan
keuangan, adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh
pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah
pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan,
serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas
pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah
tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

e Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

o Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah,
tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat
ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

¢ Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah
wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah
daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK).
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6. Peralatan dan Mesin

a. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

b. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa
hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah
terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan
kendaraan.

c. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset,
hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian
tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan
pengeluaran belanja modal.

d. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak
lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan
kepada aset persediaan.

7. Gedung dan Bangunan

a. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

b. Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik,
komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta
generator, dan sarana pendingin Air Conditioning Central), dan komponen penunjang lain
yang a.l. berupa saluran air dan telpon. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk
pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk
keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

c. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara
hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

d. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar
menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai
dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan
dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

8. Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi
siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh
untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan
dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah
siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik
membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

9. Aset Tetap Lainnya
a. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah
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daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap

Lainnya  adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak

kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman, peralatan dan bahan konstruksi

(seperti rangka jembatan,dll yang bisa dibuka pasang). Termasuk dalam kategori Aset

Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan

miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

b. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

c. Terhadap hewan yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak
dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

d. Biaya rehab terhadap aset renovasi diberlakukan sebagai berikut:

1) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap
Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi,
maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset Tetap dengan Berita Acara Serah Terima
dari Pengelola Aset Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagai
pemilik Aset tetap tersebut. Jika sampai akhir tahun, belum diserahkan dengan dokumen
pendukung yang lengkap, maka dicatat pada Aset tetap Renovasi SKPD yang melakukan
rehab tersebut. Namun pada kesempatan pertama di tahun selanjutnya segera untuk
diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing2 pemilik Aset Tetapnya.

2) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap
Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan SKPD sendiri tetapi milik
SKPD lain dilingkungan Pemerintah Provinsi, maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset
Tetap dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang yang merehab ke
Pengelola dan dilanjutkan ke Pengguna Barang yang memiliki Aset tetap tersebut.

10. Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya
dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum
selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan
aset tersebut akan diperoleh;

b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun
biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah
dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

c. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara
substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan
konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
Beberapa variasi dalam pencatatan KDP:

1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset
tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset
tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
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3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah
dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan
diungkapkan di dalam CaLK.

4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah
digunakan/dimanfaatkan, makabagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui
sebagai KDP.

5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan),
karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut
hilang, maka penanggung jawab asset tersebut membuat pernyataan hilang karena
bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam
Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

6) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

d. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena
ketidak tersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP
dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP
dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan
ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas

Laporan  Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan

pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat

ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan,
maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PENGUKURAN
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.
1. Tanah
a. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.Biaya perolehan mencakup harga
pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran,
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai
tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah
yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia
pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia
pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka
perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah,
misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
b. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan
pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai
wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin
a. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap
tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan  mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
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instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

. Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur yang
terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

3. Gedung dan Bangunan

a.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan.Biaya perolehan gedung dan
bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan
bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung
dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti
pengurusan IMB, notaris, dan pajak, dIl.

Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya
perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa
konsultan, dan pajak, dll.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam
Peraturan Gubernur yang terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

a.

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan.Biaya perolehan jalan, irigasi, dan
jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan
jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan,
pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran dll

Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi
biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
pengosongan, pajak dan pembongkaran dll

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan.

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam
Peraturan Gubernur yang terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

5. Aset Tetap Lainnya

a.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan.
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b. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya khusus Aset Tetap Renovasi yang diperoleh melalui
kontrak meliputi pengeluaran senilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak,
serta biaya perizinan dll

c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset
Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan
baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,
pajak, dan jasa konsultan dll.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode
yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau
secara kontrak konstruksi.

b. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang
dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak
langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya
bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang
diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur
berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang
yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

c. Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka

komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada
kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih
harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi
belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau
pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa
konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat
diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan
biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
konstruksi.

d. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi force
majeur, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya
bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak
bersifat force majeur, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian
sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

e. DED(Detail Engeneering Design) dan SID (Survey Investigasi Design) yang tercatat sebagai
KDP, maksimal adalah selama 5 tahun. Setelah lewat dari 5 tahun, dapat dieliminasi, karena
secara teknis, tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat DED dan SID tersebut dibuat.

D. PENYAJIAN
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi
penyusutan. Apabila terjadi kondisi yangmemungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan
disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
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E. HAL - HAL KHUSUS
1. RENOVASI ASET TETAP

a. Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran
yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat
berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.

b. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang
manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (capital
expenditure)seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya.

c. Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran
untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan
(revenue expenditure) seperti belanja pemeliharaan.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi

normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang

dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan
pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

d. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) jenis, yaitu:

1) Renovasi aset tetap milik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan SKPD
yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.

2) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan,mencakup perbaikan

aset tetap bukan milik suatu SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih
dalam satu entitas pelaporan.
Pada SKPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan
aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan
di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan
renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun
belum diserah-terimakan pekerjaannya, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam
pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada SKPD pemilik sesuai dokumen
penyerahan yang telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari
neraca SKPD yang melakukan renovasi dan SKPD pemilik akan mencatat dan
menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir
periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD vyang
melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap
Lainnya-Aset Renovasi.

3) Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan, yang meliputi renovasi

aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain
pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam
pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai Berita
Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap
renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan
menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

e. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik
berupa overhaul dan renovasi berpedoman pada Peraturan Gubernur yang terpisah dari
Peraturan Gubernur ini.
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2. PERTUKARAN ASET TETAP

a. Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada
entitas lainsesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap
yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai
wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang
ditransfer/diserahkan.

c. Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah
berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut,
pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang
diserahkan.  Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang
mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan
aset tetap pengganti.

3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dipindahkan ke pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya yaitu
nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, dimana proses selanjutnya berada pada Biro
Aset dan pencatatan di PPKD.

c. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan
penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

d. Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah-
tanganan, dan dilakukan dengan cara dijual; dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan
penyertaan modal.

4. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya yaitu nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, hal ini yang disebut
sebagai reklasifikasi aset.
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung
periode laporan.

b. Koreksi Aset Tetap
Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan
keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang
bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada
periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap
dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

5. ASET TETAP DI LUAR NEGERI
a Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang
memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya.
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Pada prinsipnya pengakuan Aset Tetap diluar negeri sama dengan pengakuan aset
tetap di didalam negeri, kecuali untuk Tanah diatur lebih khusus, yaitu ‘pengakuan tanah di
luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan
hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik
Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen”.
Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan
hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa
batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset
tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh
pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi
debitur.

b Pengukuran Aset Tetap Luar Negeri di ukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian
aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap di luar negeri umumnya menggunakan mata uang
asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata
uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

6. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.

7. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI
Aset tetap yang diperoleh melalui hibah dari pemerintah pusat/pemerintah lainnya/sumbangan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan jika
didukung dengan dokumen yang memadai dari pihak pemberi.
Namun jika tidak ada dokumen yang menyatakan harga perolehan aset tersebut, maka nilai aset
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai
pendapatan operasional yang dicatat oleh PPKD.

8. ASET BERSEJARAH
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau
jumlah unit monumen, dalam Catatan atas LaporanKeuangan dengan tanpa nilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan
operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk
seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan
lokasi yang ada pada periode berjalan.

9. PENYUSUTAN
a Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
b Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset
tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Metode penyusutan diatur dalam Peraturan Gubernur yang terpisah dari Peraturan
Gubernur ini.
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F. PENGUNGKAPAN
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1.
2.
3.

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat(carrying amount);

Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);

b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);

c.  Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

d. Mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan, meliputi:

a. Nilai penyusutan;

b.  Metode penyusutan yang digunakan;

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhirperiode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b.  Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asettetap;

c.  Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;

d.  Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Untuk KDP perlu diungkapkan :

a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaianya dan jangka waktu penyelesaianya pada
tanggal neraca;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama,jenis, kondisi dan lokasi aset

dimaksud.
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